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Abstract

This research aims to determine the performance in managing village funds at the Tualang Village Office,
Tualang District, Siak Regency. This research is quantitative research and uses a descriptive survey, namely
research with the aim of carrying out careful measurements of a social phenomenon, then the researcher develops
concepts and collects data. Furthermore, research in the field uses questionnaires to collect data, where researchers
are limited to data collected from samples to examine the entire population, thus complete survey research is
research that takes samples from a population using questionnaires as the main data collection tool. Based on the
Performance Principles in this research, it can be seen and assessed from five indicators which include
Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability which aims to determine the
Performance and Obstacles in Village Fund Management at the Tualang Village Office, Tualang District, Siak
Regency. The results of this research show that the management of village funds (DD) is quite good, but for the
management of village funds at the Tualang Village Office, Siak Regency, there is low community participation,
limited human resources, inadequate facilities and lack of communication between village officials and
BAPEKAM. (BPD) and the village government to the community in Tualang Village, Tualang District, Siak
Regency.
Key Words: Village Fund Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor
Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ini bersifat Penelitian Kuantitatif dan
menggunakan survey deskriptif yaitu penelitian dengan maksud untuk melakukan pengukuran secara
cermat Konfrehensife terhadap suatu fenomena sosial, kemudian peneliti mengembangkan konsep dan
penghimpunan data. Selanjutnya pada penelitian di lapangan menggunakan angket atau kuisioner
guna menghimpun data, dimana peneliti dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel untuk
meneliti seluruh populasi, dengan demikian penelitian survei secara komplit adalah penelitian yang
mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan
data yang pokok. Berdasarkan Prinsip Kinerja dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima
indikator yang meliputi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan
Akuntabilitas yang bertujuan untuk mengetahui Kinerja dan Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa
di Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pengelolaan dana desa (DD) sudah Cukup Baik tetapi untuk dalam Pengelolaan Dana Desa di
Kantor Desa Tualang Kecamatan Kabupaten Siak yakni rendahnya partisipasi masyarakat,
keterbatasan sumber daya manusia, sarana yang kurang memadai serta kurangnya komunikas1 antara
Perangkat Desa dengan BAPEKAM (BPD) dan Pemerintah Desa kepada masyarakat di Desa Tualang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Kata Kunci : Pengeloaan Dana Desa
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Pendahuluan

Administrasi merupakan salah satu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan
dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Menurut Dr. Sondang
Siagian (2012;3) Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama
antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu kedalam arti sempit dan arti
luas. Menurut Handayaningrat, Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata
Administratie, yaitu meliputi kegiatan mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan,
pengetikan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Sementara itu
menurut Atmosudirjo, administrasi bisa ditinjau dari lingkup kerja sempit, yaitu hanya
berkisar pada kegiatan tata usaha kantor (office work) seperti tulis-menulis, pengetikan, surat-
menyurat, agenda, kearsipan, dan pembukuan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut,
dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi secara sempit adalah bentuk aktivitas
dengan ketatausahaan kantor yang meliputi tulis-menulis dan pekerjaan kertas lainnya.

Menurut The Liang Gie, Administrasi secara luas merupakan sekrangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh sekolompok orang dalam suatu kerja untuk mencapai tujuan tertentu.
Sementara itu, menurut Sondang P. Siagian administrasi sebagai suatu proses kerja sama
antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu guna maencapai tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, administrasi secara luas dapat
dimaknai sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan
untuk mencapapi target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berdaya guna
dan berhasil guna.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk
meningkatkan Produktivitas Kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh sebab itu, diperlukan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau
kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja aparatur desa.

Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri sangat berpengaruh terhadap
Kinerja dari Aparatur Desa, karena Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya yang
paling penting dan sangat menentukan dalam kelangsungan hidup suatu
perusahaan/organisasi.

Kualitas Kinerja dari Sumber Daya Manusia khususnya dalam Pengelolaan Dana D esa
merupakan hal yang penting agar aparatur pemerintah desa dapat memiliki kinerja yang
profesional dalam pengelolaan dana desa dan dapat mewujudkan masyarakat desa yang
mandiri serta sejahtera.

Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan dana desa antara lain belum adanya
regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi
penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, sesuai dengan peraturan yang
lebih tinggi.

Pengelolaan Keuangan Desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu
desa. Pengelolaan Keuangan Desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang
handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa
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sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau
tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang
baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula.

Pemerintah Desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan
nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek
penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar
pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan
pertanggung jawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Potensi permasalahan-permasalahan hukum dalam pendistribusian dan pemanfaatan
dana desa yang sering ditemui di lapangan. Pada tahap pendistribusian, potensi
permasalahan yang muncul dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Desa, antara lain
adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan, hanya dibagikan kepada para pendukung
bupati/partai politik tertentu.

Perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan
kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras
dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa, antara lain
adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum
mempertimbangkan risiko. hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak
memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan.

Menurut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 60 Tahun 2014 pengertian Dana merupakan
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama kali
muncul secara resmi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Dana
sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam
segala aspek baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan
pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian desa pada sarana dan prasarana desa
juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 Tahun 2023 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024.

Jumlah masyarakat pada dasarnya suatu desa juga mempengaruhi kinerja aparatur desa
dalam hal pelayanan publik di desa tersebut, karena semakin tinggi jumlah masyarakat maka
tugas Aparatur Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat juga semakin banyak. Hal ini
membuat Pengeloaan Dana Desa tidak dapat berjalan secara optimal.

Berikut ini adalah Susunan Organisasi di Kantor Desa Tualang;:

1. Kepala Desa
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2. Sekretaris Desa
3. Kepala Seksi, membawahi:
a. Kasi Pemerintahan
b. Kasi Pelayanan
c. Kasi Kesejahteraan
4. Kepala Urusan, membawahi:
a. Kaur Keuangan
b. Kaur Umum
5. Pelaksana Kewilayahan, Kepala Dusun

Berdasarkan Fenomena yang saya temui disekitar Desa Tualang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak, antara lain yaitu berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan bahwa
kurangnya produktivitas pengelolaan dana desa sehingga proyek yang didanai oleh dana
desa terlambat atau tidak selesai tepat waktu, lambatnya tanggapan terhadap permintaan
masyarakat seperti menanggapi keluhan masyarakat terkait pengelolaan dana desa untuk
kepentingan public, pengelolaan dana desa tidak dimanfaatkan secara optimal, menyebabkan
banyak proyek yang memerlukan biaya tambahan atau terhenti di tengah jalan. Kecamatan
Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah
yang termasuk ke dalam unsur Negara Indonesia. Memiliki keunggulan di sektor pertanian
khusunya sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan, perikanan dan
perkebunan. Dengan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sentajo Raya bermata
pencaharian sebagai petani.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

Beberapa konsep teoritis yang dianggap mempunyai relevan terkait permasalahan
Pengelolaan Dana Desa dalam Kantor Desa yang di teliti:

Konsep Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia
atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya. (dalam Siagian, 2000;32)

Konsep Organisasi merupakan unsur utama bagi sekelompok orang yang bekerja
sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah atau tempat
pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai
aktivitas bagi pencapaian tujuan (dalam Syafri,2012;12).

Konsep Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh karena
itu, Manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan sekelompok orang dalam
organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi - fungsi manajemen.
Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen (dalam
Solihin,2009:12).

Konsep Sumber Daya Manusia adalah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah
suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian,
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pemberian balas jasa bagi yang manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan
bisnis (Samsudin, 2010;22).

Kinerja adalah kuantitas dan kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam
organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma,
standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku
dalam organisasi (Torang, 2014: 74).

Metode

Pendekatan Penelitian ini bersifat Penelitian Kuantitatif dan menggunakan survey
deskriptif yaitu penelitian dengan maksud untuk melakukan pengukuran secara cermat
Konfrehensife terhadap suatu fenomena sosial, kemudian peneliti mengembangkan konsep
dan penghimpunan data. Selanjutnya pada penelitian di lapangan menggunakan angket atau
kuisioner guna menghimpun data, dimana peneliti dibatasi pada data yang dikumpulkan dari
sampel untuk meneliti seluruh populasi, dengan demikian penelitian survei secara komplit
adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dan penelitian survei ini akan
menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa kuisioner yang dimaksud diatas
untuk disebarkan kepada sampel yang sudah ditentukan (Singarimbun: 1989:3).

Hasil dan Pembahasan

Pada hasil pembahasan ini akan dilakukan pemaparan Hasil Penelitian dan dilakukan
juga Pembahasan dari Tanggapan Responden dan ada beberapa Indikator yang penulis
paparkan dalam Penelitian yang berjudul Analisis Kinerja dalam Pengelolaan Dana Desa pada
Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Produktivitas

Berdasarkan Hasil Koesioner, Wawancara dan Observasi, penulis menyimpulkan bahwa
Tanggapan Perangkat Desa indikator Produktivitas berada pada kategori “Cukup Baik”
dengan persentase 52,75%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa sudah merasa jumlah proyek
yang didanai dana desa sudah mencukupi kebutuhan desa serta untuk meningkatkan efektif
dan efesien dalam mengelola Dana Desa yang diperlukan oleh masyarakat setempat.

Dari Hasil penyebaran Kuesioner dan Observasi, Penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan
Responden Masyarakat Indikator Produktivitas berada pada kategori “Cukup Baik” dengan
persentase 58,75%. Hal ini Pemerintah desa harus meneliti dan mengidentifiksi apa yang
dibutuhkan masyarakat. kemudian perangkat harus mengawasi kinerja proyek sesuai waktu.
selanjutnya pemerintah desa dalam program harus sesuai ketentuan Rencana kerja dalam
mengelola dana desa.

Kualitas Layanan

Berdasarkan hasil dari penyebaran koesioner, wawancara dan observasi, Penulis
menyimpulkan bahwa Tanggapan Perangkat Desa indikator Kualitas Layanan berada pada
kategori “Cukup Baik” Dengan persentase 54,16%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa
dalam Kualitas Layanan sudah terlaksana, berusaha melayani keluhan masyarakat. Sebagai
contoh melayani masyarakat dalam mengusulkan Bantuan sosial misalnya PKH.
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Dari Hasil penyebaran koesioner dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator
Kualitas Layanan berada dalam kategori “Cukup Baik” dengan persentase 56,25%. Hal ini
dikarenakan pemerintah desa dalam melayani masyarakat sesuai ketentuan Pelayanan Publik
untuk membantu masyarakat dalam mengurus bantuan yang dibutuhkan masyarakat
contohnya: dalam mengurus Bantuan Sosial PKH.

Responsivitas

Berdasarkan hasil dari penyebaran koesioner, wawancara dan observasi, penulis
menyimpulkan bahwa indikator Responsivitas berada pada kategori “Cukup Baik” Dengan
persentase 58,33%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa dalam merespon apa keluhan dan
saran dari masyarakat dalam menemukan solusi yang terbaik. Pemerintah desa juga memiliki
mekanisme yang jelas untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan dari warga Desa
Tualang. Setiap Keluhan akan di tinjau secara serius, dan upaya-upaya akan dilakukan untuk
menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dari Hasil penyebaran koesioner dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa
indikator Responsivitas berada dalam kategori “Baik” dengan persentase 77,5%. Hal ini
dikarenakan Pemerintah Desa berkewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan
masyarakat, dalam hal keluhan maupun saran dari masyarakatnya, Setiap Rapat atau
musyawarah selalu meminta dari masyarakat tetapi di wakilkan oleh RT/RW, Kepala Dusun
dan Tokoh Masyarakat apa yang dikeluhkan sama masyarakat serta masukan untuk desa
yang lebih baik.

Responsibilitas

Berdasarkan hasil dari penyebaran koesioner, wawancara dan observasi, penulis
menyimpulkan bahwa indikator Responsibilitas berada pada kategori “Cukup Baik” dengan
persentase 62,5%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa dan
menyelesaikan proyek dengan sangat baik. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab besar
untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara Transparan, Efesien, dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Ketika pemerintah desa ini dengan baik, hasilnya adalah
proyek-proyek yang berhasil diselesaikan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,
dan memperkuat infrastruktur dan prekonomian lokal.

Berdasarkan hasil dari penyebaran koesioner, wawancara dan observasi, penulis
menyimpulkan bahwa indikator Responsibilitas berada pada kategori “Cukup Baik” dengan
persentase 56,25%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa dan
menyelsaikan proyek dengan sangat baik. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab besar
untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara Transparan, Efesien, dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Ketika pemerintah desa ini dengan baik, hasilnya adalah
proyek-proyek yang berhasil diselesaikan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,
dan memperkuat infrastruktur dan perekonomian lokal.

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil dari penyebaran Koesioner, Wawancara dan Observasi, penulis
menyimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas berada pada kategori "Cukup Baik" dengan
persentase 62,5%. Hal ini dikerenakan Pemerintah Desa membuat kebijakan tentang Dana
Desa sesuai dengan APBDesa seperti pada bidang pembangunan yang terlaksana semua akan
tetapi ada pembangunan yang kurang maksimal sebagai contoh Jalan Permukiman
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(Semenisasi) karena kekurangan bahan baku seperti semen. Perangkat Desa dalam
mempertanggungjawabkan realisasi dana desa kepada masyarakat disampaikan melalui
musyawarah desa, baliho serta papan Informasi seperti mading meskipun jarang
diperbaharui dan bahkan tidak diisi.

Dari Hasil Penyebaran Koesioner dan Observasi, penulis menyimpulkan bahwa indikator
Akuntabilitas berada dalam kategori “Baik” dengan persentase 75%. Hal ini dikarenakan
Pemerintah Desa membuat kebijakan tentang Dana Desa sesuai dengan APBDesa seperti pada
bidang Pembangunan yang terlaksana semua akan tetapi ada pembangunan yang kurang
maksimal sebagai contoh Jalan Permukiman (Semenisasi) karena kekurangan bahan baku
seperti semen Perangkat Desa dalam mempertanggungjawabkan realisasi Dana Desa kepada
masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Desa, baliho serta papan Informasi seperti
mading meskipun jarang diperbaharui dan bahkan tidak diisi.

Kesimpulan

Berdasarkan Analisis penulis yang didapat dari observasi, hasil wawancara serta
koesioner yang disebarkan kepada responden dari penelitian Analisis Kinerja dalam
Pengelolan Dana Desa di Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Perangkat Desa di Kantor Desa Pemerintah Desa sudah merasa jumlah proyek yang
didanai Dana Desa sudah mencukupi kebutuhan desa serta untuk meningkatkan
efektif dan efesien dalam mengelola dana desa yang diperlukan oleh masyarakat
setempat. Pemerintah Desa dalam Kualitas Layanan sudah terlaksana, berusaha
melayani keluhan masyarakat. Sebagai contoh melayani masyarakat dalam
mengusulkan Bantuan sosial misalnya PKH. Pemerintah Desa dalam merespon apa
keluhan dan saran dari masyarakat dalam menemukan solusi yang terbaik. Ketika saat
rapat (musyawarah) biasa ada Perwakilan dari masyarakat seperti RT/RW, BAPEKAM
(BPD), atau Tokoh masyarakat untuk perwakilan dari masyarakat dalam mengungkap
masalah yang ada di desa tersebut. Pemerintah Desa juga memiliki mekanisme yang
jelas untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan dari warga Desa Tualang.
Setiap Keluhan akan di tinjau secara serius, dan upaya-upaya akan dilakukan untuk
menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah
Desa dalam mengelola Dana Desa dan menyelesaikan proyek dengan sangat baik.
Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana desa
digunakan secara Transparan, Efesien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Desa membuat kebijakan tentang Dana Desa sesuai dengan APBDesa
seperti pada bidang pembangunan yang terlaksana semua akan tetapi ada
pembangunan yang kurang maksimal. sebagai contoh Jalan Permukiman (Semenisasi)
karena kekurangan bahan baku seperti semen. Perangkat Desa dalam
mempertanggungjawabkan Realisasi Dana Desa kepada masyarakat disampaikan
melalui musyawarah desa, baliho serta papan Informasi seperti mading meskipun
jarang diperbaharui dan bahkan tidak diisi serta Permendagri No. 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Selain itu penelitian menemukan ada beberapa hambatan Analisis Kinerja dalam
Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Tualang Kecamatan Kabupaten Siak yakni
rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana yang
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kurang memadai serta kurangnya komunikasi antara perangkat desa dengan BPD dan
pemerintah desa kepada masyarakat masyarakat.
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